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ABSTRAK

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan
agama serta budaya. Keanekaragaman merupakan kenyataan sosio-historis yang
tidak dapat disangkal oleh siapapun. Fenomena perkawinan beda agama secara
obyektif-sosiologis dianggap sebagai suatu yang wajar karena penduduk
Indonesia memeluk beranekaragam agama dan kepercayaan. Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon
suami atau calon istrinya memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh
agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang
dilakukan jika kedua calon berbeda agama, mengakibatkan persoalan tersendiri di
mana pasangan yang berbeda agama ingin melakukan perkawinan. Persoalan
perkawinan beda agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan dari segi
hukum diantaranya keabsahan perkawinan itu sendiri di mana dalam pasal 2 ayat
(1) Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, Bagaimana
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam pemberian izin
perkawinan beda agama dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum
positif  terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang
No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.
Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research), Data
primer  berupa penetapan Pengadilan Negeri Magelang
No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Data sekunder berupa wawancara dengan hakim
Pengadilan Negeri Magelang khususnya yang memberikan penetapan. Data tersier
Berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber
sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan katalog. Data tersebut dianalisa secara
kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu
memberikan gambaran umum mengenai perkawinan beda agama yang di
langsungkan di Indonesia.

Dalam kasus ini dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara
Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama
Katolik karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.
Hasil Penelitian ini adalah hukum Islam telah tegas melarang perkawinan beda
agama telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 221, Al-Ma>idah (5):5, Al-Bayyinah

(98):6, Al-Mumtaha>na>h: 10 dan hukum positif dalam Undang-Undang No.1 Tahun
1974 Pasal 2 Ayat (1) serta KHI pasal 40, pasal 44 Selanjutnya KHI pasal 60 ayat
(2) dan KHI Pasal 61 melarang adanya perkawinan beda agama.
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Motto

              


6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7. Maka

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh 8. Dan hanya kepada Tuhanmulah

hendaknya kamu berharap.

If you want something you’ve never had, you

must be willing to do something you’ve never

done. Success is a journey, not a destination

Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning

Hyang sukmo
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal

22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab

Nama Huruf Latin Nama

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب ba’ B Be

ت ta’ T Te

ث sa’ s| es (dengan titik di atas)

ج jim J Je

ح ha’ h{ ha (dengan titik di bawah)

خ kha’ kh ka dan ha

د dal d De

ذ zāl z| zet (dengan titik di atas)

ر ra’ r Er

ز zai z Zet

س sin s Es

ش syin sy es dan ye

ص sad s } es (dengan titik di bawah)

ض dad d} de (dengan titik di bawah)
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ط ta’ t } te (dengan titik di bawah)

ظ za z} zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas

غ gain g Ge

ف fa’ f Ef

ق qaf q Qi

ك kaf k Ka

ل lam l ‘el

م mim m ‘em

ن nun n ‘en

و wawu w W

ه ha’ h Ha

ء hamzah ‘ Apostrof

ي ya’ y Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددةّ Ditulis Muta’addidah

عدةّ Ditulis ‘iddah

III. Ta’ Marbūt}ah di akhir kata

a. bila dimatikan tulis h

حكمة Ditulis H}ikmah

جزیة Ditulis Jizyah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

كرامة الأولیاء Ditulis Karāmah al-auliyā’

c. apabila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t

رزكاة الفط Ditulis Zakāh al-fit}ri

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

--- َ◌--- Fath}ah A A

--- ِ◌--- Kasrah I I

--- ُ◌--- D}ammah U U

V. Vokal Panjang

1.
Fath}ah + alif

جاھلیة
ditulis
ditulis

A
jāhiliyyah

2.
Fath}ah + ya’ mati

تنسى
ditulis
ditulis

Ā
tansā

3.
Kasrah + yā’ mati

كریم
ditulis
ditulis

Ī
karīm

4.
D}ammah + wāwu mati

فروض
ditulis
ditulis

Ū
Furūd}
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VI. Vokal Rangkap

1.
Fath}ah + yā’ mati

بینكم
ditulis
ditulis

Ai
bainakum

2.
Fath}ah + wāwu mati

قول
ditulis
ditulis

Au
qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أأنتم Ditulis a’antum

أعدت Ditulis u’iddat

لئن شكرتم Ditulis la’in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf al-Qamariyyah ditulis dengan huruf “I”.

القرأن Ditulis al-Qur’ân

القیاس Ditulis al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf al-Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء Ditulis as-Samâ’

الشمس Ditulis asy-Syams
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Ditulis z|awi al-furūd}

اھل السنة Ditulis ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya

bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari

kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari

cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa

agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen

Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu bahkan ada aliran kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya  interaksi sosial ini membuka

kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang

perkawinan.

Perkawinan dari sisi bahasa mempunyai arti berkumpulnya dua insan

yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh dan

bermitra.1 Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

1 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1 dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer
edisi revisi,( Yogyakarta:ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004), hlm. 17.
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Esa”.2 Maksud ikatan lahir-batin di sini adalah merupakan ikatan antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikatkan dalam

ikatan perkawinan yang sah. Dalam  Al-Quran An-Nisa>’ (4):1 disebutkan:

یاأیھا النا س اتقوا ربكم الذى خلقلكم من نفس واحدة و خلق منھا زوجھا وبث منھما 

رجالا كثیرا ونساء....3

Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan

perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Manusia

diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga menjadi subyek yang

memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi

tanggung jawab atas tindakannya.4

Perbedaan suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan antara laki-laki

dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah.

Hukum negara Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-

laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan.

Bahkan pasal 57 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang -
Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia”.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

3 An-Nisa >’ (4):1

4 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum
Islam,(Yogyakarta: Total Media 2006) hlm 5.
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Ketentuan pasal di atas sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia

yang heterogen. Namun kebebasan memilih pasangan hidup tidaklah berlaku

mutlak di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah

perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang

pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan

tersangkutnya dua aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara

perlaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing

dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

KeTuhanan Yang Maha Esa.5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1

mengatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi, ukuran keabsahan suatu

perkawinan menurut Undang-undang adalah apabila dilaksanakan menurut tata

tertib agama.6

Pendapat yang sering dianut para hakim Pengadilan Agama (PA) adalah

tidak boleh dilakukan kawin lintas agama, baik antara laki-laki muslim dengan

perempuan nonmuslim atau sebaliknya.7 Pendapat ini didasarkan pada KHI pasal

40 butir c, yaitu, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki

5 Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya, (Bandung: Pionir
Jaya ,1986), hlm. 17.

6 Muhammad Makhfudz, “Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau
Dari Ilmu Sosial dan Hukum”, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. hlm.9.

7 Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam,(Yogyakarta:Lkis 2006) hlm 51.
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dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu : (c) seorang wanita yang

tidak beragama Islam.8 KHI Pasal 44, yakni : “Seorang Wanita Islam dilarang

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.9

Bagi Para ahli hukum Islam (fuqaha), berpendapat :

لامة مؤمنة خیر من مشركة ولو اعجبتكم ولاولا تنكحوا المشركت حتى یؤمن و

ئكَِ تنكحواالمشركین حتى یؤمنوا ولعبد مؤ من خیر من مشرك ولو اعجبكم  یدعون الى أوُلَٰ

10النار والله ید عوا الى الجنة والمغفرة باذنھ ویبین ایتھ للناس لعلھم یتذكرون

Ayat diatas dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam

bidang perkawinan. Ayat ini dijadikan dasar utama dalam mengkonstruksi

ketentuan larangan kawin lintas agama. Ayat ini melarang secara tegas bahwa

laki-laki yang beragama islam (muslim) dilarang mengawini wanita musyrik dan

larangan agar tidak mengawinkan wanita yang beriman (muslimah) dengan laki-

laki musyrik.

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan

perempuan penyembah berhala.11 Perempuan musyrik ini mencakup perempuan

penyembah berhala (al-was|aniyyah), zindiqiyyah (ateis), perempuan yang

8 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, (Kompilasi Hukum Islam) Departemen Agama
R.I tahun 2001.

9 Ibid.

10 Al Baqarah (2): 221

11 Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam,(Yogyakarta:Lkis 2006) hlm.37
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murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertin (al- iba>hah), seperti paham

wujudiyah.12

Ada beberapa ulama yang membolehkan perkawinan tersebut dengan

dasar firman Allah :

مكم حل لھم والمحصنات الیوم احل لكم الطیبات وطعام الذین او توا الكتاب حل لكم وطعا

من المؤمنت والمحصنت من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتیتمو ھن اجور ھن محصنین 

غیر مسا فحین ولا متخدى اخدان ومن یكفر با لإیمن فقد حبط عملھ وھو فى الا خرة من 

13الخسرین

Mereka memperkuat alasannya dengan menyebut beberapa sahabat dan

tabi’in yang pernah kawin dengan perempuan Ahl Al-kitab, antara lain ialah

Ustman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah dari kalangan sahabat,

sedangkan dari kalangan Tabi’in antara lain Sa’id Ibn Musayyab, Sa’id Ibn

Zubair, Tawus, dan Ikrimah.14

Secara umum, jumhur (mayoritas) Fuqaha tidak membolehkan

pernikahan beda agama, yaitu laki-laki muslim tidak dibolehkan menikahi non-

muslimah begitu pula sebaliknya muslimah dilarang menikah dengan non-

muslim. MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1980 mengeluarkan Fatwa

12Ibid., hlm 37

13 Al-Ma>idah (5):5.

14 As-Sayyid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah,II: 48.
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yang berisi tidak dibolehkan nya seorang perempuan Islam dinikahkan dengan

laki-laki non-Islam dan sebaliknya tidak mengizinkan seorang laki-laki muslim

menikahi perempuan non-muslimah. Alasan MUI tidak mengizinkan laki-laki

muslim menikahi non-muslimah.15 Imam Ibnu Jarir ath-Thobari berpendapat

bahwa “Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk di nikahkan dengan

lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun tidak).16

Perdebatan boleh dan tidak bolehnya perkawinan antar agama harus

dikorelasikan dengan konteksnya khususnya di Indonesia adalah persoalan

konkret yang perlu mendapatkan perhatian. Umat Islam di Indonesia mempunyai

peluang untuk melakukan perkawinan beda agama, dari segi hukum positifnya

hanya memiliki peluang yang sangat kecil.

Setelah tahun 1974, peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini yang resmi

mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, baru berlaku secara efektif pada

tanggal 1 oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka

15 Departemen Agama, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Depag, 2003),
hlm 167-169.

16 Al-Tabari, Jāmi` al-bayān ` fi Tafsir al-Qur'ān, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), II, hlm. 379.
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dapat dicapai suatu unifikasi di bidang hukum perkawinan. Pasal 66 Undang-

undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Weboek), Ordonansi
Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordinantie Christen
Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan perkawinan campur (Regelinhg
op the Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dalam dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam
Undang-undang ini, di nyatakan tidak berlaku. 17

Pada prakteknya sekarang ini masih ada keluarga yang telah

melaksanakan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut terlaksana dengan

cara memohon penetapan dari pengadilan, salah satunya Penetapan Pengadilan

Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL yang berisi tentang pemberian izin

untuk melangsungkan perkawinan perbedaan agama antara Tuan X dan Nona Y

di hadapan pegawai kantor catatan sipil Magelang. Perkawinan mereka

dilaksanakan setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama

dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi

perkawinan di antara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

17 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 194.
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Dengan mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh peraturan

perundang-undangan sesudah tahun 1974 telah melahirkan unifkasi peraturan

perundangan tentang perkawinan. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk

mengetahui beberapa masalah yang timbul sebagai akibat dari dilangsungkannya

perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang menganut agama berbeda dan

mempelajari bagaimana perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut

pada prakteknya dapat terjadi, dan bagaimana keabsahan perkawinan tersebut

menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bekenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul

penelitian dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF  TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

MAGELANG  TENTANG KAWIN BEDA AGAMA (Penetapan PN

Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah-masalah yang perlu

diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam

Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif  terhadap

Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.?
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C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam

Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif  dalam

memandang perkawinan beda agama khususnya dalam Penetapan

Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

2. Kegunaan

a. Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan

pada umumnya dan khususnya dalam hukum keluarga Islam.

b. Memberikan kontribusi kepada pihak yang mempunyai otoritas dalam

peraturan perundang-undangan, terutama dalam tata hukum

perkawinan Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah menelusuri pustaka atau karya-karya ilmiah mengenai

permasalahan perkawinan beda agama. Beberapa karya ilmiah yang membahas

adalah:

Sebuah skripsi karya Siti Fina Rosiana Nur yang berjudul “Perkawinan

Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya
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Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”.18 Menjabarkan

tentang perkawinan beda agama yang ditekankan pada hukum positif serta

pembahasannya ditekankan pada akibat hukum yang terjadi dalam masalah

kewarisan.

Tesis yang disusun oleh Adi Hendro Prasetiyo berjudul “Pelaksanaan

Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.19 Tesis ini lebih

memberikan penekanan pembahasan terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan

beda agama dan akibat hukum yang ditimbulkan ketika perkawinan beda agama

telah di sahkan dan kedua permasalahan tersebut dikaitkan dengan Undang-

undang No.1 Tahun 1974.

Skripsi karya Supriyanto yang berjudul “Larangan Perkawinan Antar

Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)”,20 menjabarkan

tentang dilarangnya pernikahan antar orang yang berbeda agama. Supriyanto

menegaskan tentang larangan pernikahan beda agama dan menganalisisnya

dalam hukum Islam.

18 Siti Fina Rosiana Nur, “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan
Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”, Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

19 Adi Hendro Prasetiyo, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya
Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi
tidak diterbitkan, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

20 Supriyanto, ”Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis
Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1997.
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Skripsi yang disusun oleh Lilis Setyarini dengan judul “Perkawinan

Antar Agama ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi

kasus di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”.21 Skripsi ini lebih banya

menyoroti kasus perkawinan beda agama di di kecamatan Kemranjen Kabupaten

Banyumas karena memang obyek yang diteliti. Menurut Lilis, penyelesaian

permasalahan ini diselesaikan di kantor catatan sipil dengan merujuk pada

Kepres No.12 tahun 1983 tentang penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Skripsi yang terkait dengan putusan MA adalah skripsi Muhammad

Khafidz Ma’shum dengan judul “Studi terhadap putusan MA No. 1400

K/pdt./1986 dalam Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama”.22 dimana lebih

menekankan pada analisis terhadap isi putusan MA No.1400 K/pdt/1986 sebagai

yurisprudensi yang membolehkan perkawinan beda agama ditinjau dalam

perspektif sosiologi.

“Perkawinan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dan Nurcholish

Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 221”

Oleh Akhmad Nur Sholikhin Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada

21 Lilis Setyarini, “Perkawinan Antar Agama ditinjau dari perspektif Hukum islam dan
Hukum Nasioanal (Studi kasus di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”, Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1998.

22 Muh. Khafidz Maksum, “Studi Terhadap Putusan MA No.1400 K/PDT./1986 Dalam
pelaksanaan Perkawinan Beda Agama” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2000).
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tahun 2005.23 Titik tekan pembahasan dalm skripsi ini adalah Pandangan Quraish

Shihab dan Nurcholis Madjid.

“Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Islam Liberal” Oleh Robith

Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004.24 Titik tekan

pembahasan adalah pandangan Islam liberal terhadap perkawinan beda agama.

“Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwobinagun, Pakem, Sleman)” Oleh Arlan

Ristian Suwarno Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun

2007.25 Skripsi ini merupakan skripi dengan studi kasus di suatu daerah dalam

topic perkawinan beda agama yaitu didaerah pakem sleman.

Setelah penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa

karya ilmiah berupa skripsi, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum

Islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Magelang

tentang kawin beda agama, maka masalah ini layak untuk diangkat dan dikaji

lebih lanjut.

23 Akhmad Nur Sholikhin, “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab Dan
Nurcholish Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 221”,Skripsi
tidak diterbitkan, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005.

24 Robith, “Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Islam Liberal”,Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004.

25 Arlan Ristian Suwarno, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwobinagun, Pakem, Sleman)”Skripsi tidak diterbitkan, Suwarno
Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007.
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E. Kerangka teoritik

Kondisi masyarakat terus berkembang, oleh karena itu hukum yang

terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat harus dinamis, sehingga

tujuan hukum tercapai. Memelihara agama baik bagi perorangan maupun

masyarakat adalah hukumnya wajib karena memelihara agama menjadi salah

satu tujuan dari disyariatkan hukum Islam.

Aliran sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum seharusnya

didasarkan pada apa yang secara nyata hidup dan terjadi dimasyarakat. Tugas

hukum adalah mengatur apa yang akan terjadi agar tidak bertentangan dengan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah

apakah setiap yang terjadi pada masyarakat secara otomatis layak disebut sebagai

hukum yang hidup, sehingga oleh karenanya harus mendapatkan legitimasi.26

Roscoe Pound dari madzhab sociological jurisprudence dan yang sealiran

dengannya berpendapat: “ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan

hukum yang hidup dimasyarakat” .27

Persoalan perkawinan beda agama pada dasarnya semua agama menolak

perkawinan beda agama. semua agama mennghendaki perkawinan harus seiman

(satu agama). perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama

26 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum
Islam,(Yogyakarta: Total Media 2006), hlm. 58.

27 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2001), hlm. 66.
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tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan

syarat tertentu.

Agama Islam memandang perkawinan beda agama dalam persoalan halal

haramnya perkawinan antar umat beragama para ulama klasik selalu berpegang

pada ayat-ayat Al-quran:

ولاتنكحوا المشر كا ت حتى یؤ من ولا مة مؤ منة خیر من مشركة ولواعجبتكم ولا تنكحوا 

ن خیر من مشرك ولو اعجبكم او لئك یدعون الى النار المشر كین حتى یؤمنوا ولعبد مؤم

28والله ید عوا الى الجنة والمغفرة بإذ نھ  ویبین ایا تھ للنا س لعلھم یتذكرون

Ketika kita membaca ayat ini secara literal akan mendapatkan kesimpulan

bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah haram. Cara pendang yang

seperti ini dikarenakan masyarakat muslim beranggapan bahwa kategori musyrik

adalah non-muslim, termasuk di antaranya Kristen dan Yahudi.29

Maz|hab yang empat (Syafi‘i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) sepakat bahwa

laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani atau lebih dikenal

dengan sebutan Ahl al-Kitab. Syafi‘i dan Hanbali mensyaratkan ibu dan bapak

perempuan itu harus orang Yahudi atau Nasrani juga.30

28 Al-Baqarah (2):221

29 Nurcholish Madjid dkk, Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,
(Jakarta: Paramadina, 2004), hlm.155.

30 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Mdazhab sayafi’I, Hanafi,
Maliki, Hanbali, cet.ke 10,( Jakarta: Hidakarya Agung), 1983, hlm.50.
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Sebuah hadis menerangkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus

dipenuhi ketika memilih pasangan yaitu

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لاربع : لما لھا ولحسبھا ولجمالھا ولدینھا فاظفر بذات 

31الدین تربت یداك

Dalam mengawini perempuan terdapat beberapa kriteria karena hartanya,

nasabnya, kecantikannya, agamanya Sabda Nabi Muhammad saw. tersebut lebih

mengutamakan kebaikan dari sisi agama.

Dalam khasanah Gereja Katolik, Perkawinan beda agama merujuk ke

kanon 1086 § 132. Di dalamnya disebutkan pernikahan antara dua orang, yang

diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya

dan yang lain tidak dibaptis. Orang yang tidak dibaptis berarti orang yang

beragama selain Kristen/Katolik, termasuk mereka yang mengikuti aliran

kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak beragama.33 Pada dasarnya,

pernikahan ini dilarang, meski, sesuai kanon 1086 § 2,34 dimungkinkan adanya

dispensasi, setelah memenuhi beberapa persyaratan.

31 Al-Imam abi> al-H}asan Muh}ammad bin ‘Abdul Ha>di> al-H}anafi, Sunan al-Mus}t}ofa,
(Madinah munawwarah: Da>r al- Fikr, tt). hlm. 572

32 Kan. 1086 - § 1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam
Gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.

33 Al. Andang L. Binawan, Pernikahan Campur Beda Agama (Dalam Pandangan Katolik)
Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Di bawah Pimpinan: Dr. H. Abdurrahman,
SH, MH Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 2011) hlm109.

34Kan. 1086 - § 2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi
syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126.
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Sebenarnya, bobot larangan antara pernikahan campur beda gereja dan

campur beda agama berbeda. Hal itu tampak dari perbedaan istilah yang dipakai.

Pernikahan campur beda gereja hanya dibutuhkan ijin dari otoritas gerejawi,

sedangkan untuk pernikahan beda agama dibutuhkan dispensasi. Dalam

pengertian yuridis, dispensasi berarti pembebasan dari hukum.35 Secara implisit

mengandaikan bahwa larangannya lebih berat. Meski begitu, seperti disebut

dalam kanon 1086 § 2 tadi, secara umum persyaratannya tidak jauh berbeda

antara pernikahan campur beda gereja dengan pernikahan beda agama. Dua

kanon secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat mendapatkan baik ijin maupun

dispensasi itu.

Kanon 1125, Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah

atau keuskupan, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan

diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan

iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala

sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan

dididik dalam Gereja katolik;

2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak

yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga

jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik;

35 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, cet. I (tt:WIPress, 2007) hlm.
143.
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3. Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri

hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun

dari keduanya.

Kanon 1126, Adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan

baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun

menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak

tidak katolik diberitahu.

Sehubungan dengan syarat yang diminta, yang perlu digaris-bawahi

adalah jaminan bahwa pihak Katolik tidak akan meninggalkan Gereja atau

berpindah agama. Hal ini tentu saja wajar karena Gereja ingin menjamin agar

umatnya menjaga, dan bahkan memupuk imannya sebaik-baiknya. Bahwa

pernikahan sebagai persatuan dua pribadi yang unik memerlukan kemampuan

untuk saling berkompromi, sementara banyak ajaran agama tidak bisa

dikompromikan karena truth claim masing-masing.36

Pandangan agama protestan menghendaki agar penganutnya kawin

dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai

kebahagiaan sehingga kebahagiaan sulit tercapai jika suami istri tidak seiman.

Walaupun demikian agama protestan tidak melarang penganutnya untuk kawin

36 Al. Andang L. Binawan, Pernikahan Campur Beda Agama (Dalam Pandangan Katolik)
Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Perkawinan (Di bawah Pimpinan: Dr. H. Abdurrahman,
SH, MH Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 2011) hlm. 107-108.
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dengan orang yang tidak beragama protestan. Ada beberapa hal yang berkaitan

dengan perkawinan nikah beda agama37:

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah

pihak tetap menganut agama masing-masing.

2. Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus.

3. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.

4. Ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat

pernyataan bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia

ikut agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama).

Keterbukaan ini di latarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan

yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman.

5. Ada pula gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga

mengeluarkan anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari

gereja.

Namun demikian, yang umum adalah bahwa Gereja Protestan memberi

kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor

Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon

suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui

37 .S Eoh, Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. rajaGrafindo
persada, 1996), hlm. hlm. 122-123
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sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan

Protestan.38

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Hal

ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara

keagamaan. Apabila salah seorang mempelai tidak beragama hindu, maka dia

wajib disucikan sebagai penganut agama hindu, karena jika mempelai tidak

beragama hindu, maka wajib disucikan sebagai penganut agama hindu, karena

jika calon mempelai bukan agama hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan

kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini akan melanggar ketentuan Seloka V-

89 kitab Manawadharmasastra.39

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak

beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia di perbolehkan,

asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam

hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak di haruskan untuk

masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual

perkawinan, kedua mempelai diwajidkan mengucapkan “atas nama Sang Budha,

Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha.40 Dapat

disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan

38 O.S Eoh, Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. rajaGrafindo
persada, 1996), hlm. hlm. 124.

39 Ibid., hlm. 124.

40 Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, Pernikahan Beda Agama, (tt: Komnas HAM, 2005),
hlm 259
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perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama

lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha.

Dalam upacara perkawinan agama Budha, kedua mempelai diwajibkan

untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak

langsug berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi

penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada

kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Untuk

menghadapi praktek perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai

yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.41

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan dan dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan beda agama

antara pemeluk Islam dengan selain islam ke dalam bab larangan perkawinan.42

Pendapat yang sering dianut para hakim Pengadilan Agama (PA)

didasarkan pada KHI pasal 40 butir c, yaitu tidak boleh dilakukan kawin beda

agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim atau

sebaliknya, di sebutkan dalam KHI pasal 40 butir c, yaitu:

a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu:

41 O.S Eoh, Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. rajaGrafindo
persada, 1996), hlm. 125.

42 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: Rajawali, 1995), hlm.343.
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c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.43

b. KHI Pasal 44, yakni:
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak beragama Islam.44

Pertimbangan pelarangan kawin lintas agama dalam KHI antara lain:

pertama, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan

persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda agama dapat hidup

rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam

pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau

pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk

didalamnya MUI45, dalam Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005

Tentang Perkawinan Beda Agama menggunakan kaidah fiqh.

46درءالمفا سد مقدم على جلب المصا لح

Asas hukum lex speciali derogat legi generali yang artinya peraturan

yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika

pembuatnya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus

wajib diperlakukan Undang-undang yang khusus dalam peristiwa itu, walaupun

untuk peristiwa khusus tersebut dapat juga diterapkan menggunakan undang-

43 KHI Pasal 40 huruf (c).

44 KHI Pasal 44.

45 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm.345.

46 Al-Imam Jalaluddin Abdul ar-Rahman bin Abi Bakr as-Sayu>ti>, al Asyba>h Wa an-Naz}air,
(Semarang:Toha Putra.tt) hlm. 59
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undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat

juga mencakup peristiwa khusus tersebut. Undang-undang perkawinan mengatur

tentang perkawinan dan memiliki substansi tentang dasar perkawinan, syarat

perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan dll. Sedangkan

Undang-undang administrasi kependudukan mengatur tentang peristiwa penting

yang terbagi atas kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan, pengangkatan

anak, pengesahan anak dll.

Jika dikaji dalam segi perkawinannya maka sahnya perkawinan secara

umum diatur dalam UUP dan secara khusus diatur dalam UU Adminduk. Dari

segi sahnya pada umunya telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) UUP bahwa

sahnya perkawinan sahnya hukum agama yang dianut. Pasal 35 poin a hanya

berkedudukan sebagai peraturan hukum yang mendasari dicatatkannya

perkawinan beda agama. meskipun perkawinan beda agama dapat dicatatkan

tidak berarti perkawinan tersebut secara sertamerta dianggap telah sah. Sahnya

perkawinan tetap disdasarkan pada pasal 2 ayat (1) UUP. Adanya pasal 35 poin a

hanya sebagai jalur khusus untuk mencatatkan perkawinan beda agama.47

Ada beberapa cara untuk melakukan perkawinan beda agama salah

satunya dengan menikah di luar negeri. Pernikahan di luar negeri yang

pasangannya berbeda agama juga sangat rawan penyelundupan hukum.

47 Mifta Adi Nugraha,”Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan”,Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret, Privat Law edisi 1
Maret-Juni (2013), hlm. 58-60.
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penyelundupan hukum atau istilah lainnya disebut juga dengan penghindaran

pelaksanaan hukum mempunyai tujuan agar dapat menghindarkan suatu akibat

hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang

dikehendaki.48 Penyebabnya karena masih lemahnya UU No.1 tahun 1974 yang

memberikan peluang terjadinya penyelundupan hukum ini, dalam Pasal 56 UU

No 1/1974. Pasal tersebut pada intinya menyatakan pernikahan antarsesama

warga negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan warga negara asing di

luar negeri sah karena mengacu pada hukum yang berlaku di negara tempat

pernikahan itu berlangsung. Secara perdata, pernikahan semacam itu memenuhi

syarat formal, yakni berdasarkan hukum pada negara tempat mereka

menikah.Namun,secara agama belum bisa dianggap sah. Karena pernikahan itu

tidak menyandingkan hukum negara dan hukum agama. 49

Penyelundupan hukum (evasion of law) adalah suatu perbuatan yang

dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat

dibatalakn oleh forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu

dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk

menghindarkan diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbutan itu

dilaksanakan di wilayah forum. Fungsinya adalah untuk melindungi sistem

hukum yang seharusnya berlaku. Contoh, warga negara indonesia (perempuan

48 S. Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung:Alumni, 1973), Jilid 2
,Bagian Ketiga, hlm.201

49 http://www.academia.edu/4346362/penyeludupan_hukum diakses pada tanggal 24 April
2014 pada pukul 07.00 WIB.
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islam) + warga negara indonesia (laki-laki kristen), menikah. Untuk menghindari

pemberlakuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 mereka menikah di Singapura.50

Penyelundupan hukum juga dapat dilakukan untuk maksud untuk

mendapatkan kewarganegaraan seperti seorang perempuan asing kawin dengan

seorang pria warga negara Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut,

terbuka kesempatan bagi perempuan asing tersebut mendapatkan

kewarganegaraan Indonesia.51

Selain dalam kasus perkawinan penyelundupan hukum terjadi juga dalam

kasus perceraian dimana kasus perceraian terjadi di negara Filipina, dua orang

yang akan bercerai memeluk agama Katolik. Perceraian tidak dapat

dilaksanakan, karena hukum perkawinan Filipina didasarkan pada agama Katolik

yang melarang adanya perceraian. Untuk mensiasati agar mereka dapat bercerai

mereka melaksanakan perceraian berdasarkan hukum Republik Dominika.52

Disamping perkawinan dan perceraian naturalisasi merupakan salah satu

perbuatan hukum untuk melakukan penyelundupan hukum. Naturalisasi

50 http://giesbluesky.blogspot.com/2010/09/resume-hukum-perdata-internasional.html diakses
pada tanggal 24 April 2014 pada pukul 07.15 WIB.

51 Ridwan Khaiandy, dkk, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Yogyakarta:
Gama Media Offset, 1999), hlm. 102.

52 Ibid., hlm. 101.
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digunakan untuk menghindarkan berbagai peraturan khusus yang diperlakukan

terhadap warga Negara tertentu.53

Dari contoh yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

penyelundupan hukum dalam HPI dilakukan untuk tujuan tertentu, yaitu agar

dalah hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan  hukum yang lain dari

yang seharusnya dipergunakan atau berlaku.54

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu

penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik

berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.55

Dengan mengkaji penetapan Pengadilan Negeri Magelang tentang

perkawinan beda agama No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL, didukung dengan

literatur yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu metode yang

bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu

53 S. Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung:Alumni, 1973), Jilid 2
,Bagian Ketiga, hlm.189.

54 Ibid,. hlm. 103.

55 M Iqbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 11.
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obyek Penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul

dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sumber atau dasar hukum

yang digunakan adalah hukum Islam dan hukum positif, dengan tujuan untuk

memecahkan masalah perkawinan beda agama. Data yang diperoleh

kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkan data

atau informasi mengenai perkawinan beda agama.

3. Pengumpulan Data

a. Data primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi

atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Menurut Peter

Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti fajar bahan hukum primer

ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil

dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang

berwenang untuk itu.56 Dalam penelitian ini bahan  hukum Primer

berupa penetapan Pengadilan Negeri Magelang

No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

b. Data sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-

undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar,

56 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010), hlm 157
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leaflet, brosur dan berita internet.57 Dalam penelitian ini bahan hukum

sekunder berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang

khususnya yang memberikan penetapan.

c. Data tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.58 Berupa bahan

yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber sekunder

seperti kamus, ensiklopedi dan katalog.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang

diteliti ini adalah:

a. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah

dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal

adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan

sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang

terkandung dalam nas }.59 Dalam penelitian ini dimana alasan

hakim dalam memberikan penetapannya ditinjau dengan hukum

Islam.

57 Ibid,. hlm. 157-158.

58 Bambang Sunggono,Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
hlm.113.

59 Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA ,2009),
hlm.197
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b. Pendekatan yuridis, kata yuridis sendiri berarti segi hukum.

60pendekatan yuridis dapat diartikan pendekatan masalah melalui

Segi hukum, peraturan perundangan-undangan, hukum positif

yang berlaku di Indonesia.

5. Analisis Data

Bahan yang telah diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah dan

dilakukan analisis dengan cara non-statistik (kualitatif), melainkan dengan

mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang

dinyatakan dalam bentuk tulisan nyata dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh.61 Dengan mengumpulkan data dari literatur kemudian data yang telah

terkumpul tersebut ditelaah dengan teori yang berhubungan dengan masalah

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil

analisis tersebut kemudian disajikan secara deduktif-induktif. Penalaran

deduktif di sini berangkat dari sumber hukum yang dijadikan sebagai

pedoman untuk memecahkan masalah perkawinan beda agama. Penalaran

induktif berangkat dari kesimpulan tentang terjadinya perkawinan beda

agama tersebut.

60 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Wipress, 2007), hlm.516.

61Rony Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitan Hukum,(Bandung:Sinar
Baru,1982),hlm,93.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan

Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang

Kawin Beda Agama  (Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2012/PN.Mgl)” diperlukan

adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka

skripsi ini, sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan merupakan gambaran umum yang

terdiri dari beberapa sub bab. Latar Belakang Masalah digunakan untuk

menjelaskan signifikansi penelitian, Pokok Masalah dilanjutkan dengan

Tujuan dan Kegunaan Penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian

ini, Telaah Pustaka merupakan hasil penelsuran penelitian sejenis yang pernah

diteliti, Kerangka Teori untuk menjelaskan teori dan konsep, Metode

Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan

terakhir berupa Sistematika Pembahasan untuk menerangkan kerangka

penelitian.

Bab kedua membahas Perkawinan Beda Agama, dimana dalam bab ini

akan dimulai dari, Pengertian Perkawinan Beda Agama kemudian dilanjutkan

dengan Sah Perkawinan baik Menurut Hukum Islam dan Menurut hukum di

Indonesia, dilanjutkan pembahasan tentang Perkawinan Beda Agama menurut

Hukum Islam, dan terakhir pembahasannya Peraturan Perkawinan Beda

Agama di Indonesia
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Bab ketiga berisi kasus Posis serta Uraian dari Penetapan Pengadilan

Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang perkawinan beda

agama dan Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Magelang.

Bab keempat Penyusun menganalisis terhadap Penetapan Pengadilan

Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang perkawinan beda

agama Menurut hukum Islam dan hukum Positif. Didalamnya memuat  sub-

sub bab berupa  dasar hukum, Pertimbangan Hakim dan Akibat hukum baik

dari segi hukum Islam maupun hukum Positif.

Bab kelima sebagai penutup dalam bab ini adalah bab terakhir berisi

kesimpulan dari pembahasan skripsi, kesimpulan diperoleh dari hasil analisa

pada penyusunan dan pembahsan dari bab empat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahsan yang telah penyusun kemukakan diatas tentang

tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan pengadilan negeri

magelang tentang perkawinan beda agama (penetapan PN Magelang nomor

04/Pdt.P/2012/PN.MGL) maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dasar hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang

dalam hal pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan

Nona Y adalah

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20

Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal

60 Undang-undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala

KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk

menolak pekawinan beda agama Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 pasal 35 huruf a Tentang administrasi kependudukan,

di mana perkawinan yang telah mendapat penetapan dari

Pengadilan Negeri, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan

ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Serta
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UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam

Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1). Pada pokoknya

mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan

membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang

dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan

undang-undang.

b. bahwa terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak,

pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima

sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam

kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dipungkiri adanya

praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat

perbedaan agama ataupun kebiasaankebiasaan hidup; Praktek

budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda

agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun

sikap solidaritas dan rasa toleransi (NU Studies : Pergolakan

Pemikiran Fundamentalisme Islam, A Baso, hal 469); Bahwa

Pemohon dengan Nona Y telah mantap untuk menjalani

perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal sepanjang hayat;Tidak dibenarkan memaksa seseorang agar

mengawini orang yang sama agamanya, karena perkawinan

berbeda agama itu pun merupakan bagian dari kebebasan memilih

calon suami atau istri. Lebih jauh lagi, perkawinan beda agama
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adalah merupakan implikasi dari realitas kemajemukan agama,

etnis, suku, ras yang ada di Indonesia sehingga jika terjadi

pelarangan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sama saja

dengan mengingkari realitas kemajemukan tadi. Kaidah dalam

hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya, tidak mungkin dapat ditegakkan pelaksanaannya

tanpa adanya hukum positif yang mengatur hak tersebut.

Walaupun kaidah hak asasi manusia membenarkan perkawinan

antar agama, tetapi jika pemerintah menolak melakukan

pencatatan, maka kaidah hak asasi manusia itu akan kehilangan

makna. Oleh karena itu, meskipun pemerintah atau negara tidak

melarang perkawinan campuran antar agama, namun pemerintah

secara tidak langsung menolak hak asasi tersebut melalui lembaga

pencatatan nikah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan

bahwa pemerintah memaksakan seseorang untuk memilih agama,

yang semata-mata hanya untuk kepentingan unifikasi hukum dan

administrasi pemerintahan.

2. Analisis hukum Islam dan hukum positif dalam penetapan PN

Magelang nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL adalah sebagai berikut:

a. Analisis hukum Islam berpedoman pada Al-Qur’an surat Al-

Baqarah (2): 221 menjelaskan di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah

swt. larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan-perempuan
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musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-

laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu

cantik dan rupawan, gagah, kaya dan sebagainya. Pihak perempuan-

perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik-

cantik, menarik hati, lagi beriman dan berakhlak. Sudah tegas didalam

Al-Quran melarang perkawinan beda agama.  Di dalam hadist Nabi

Muhammad saw. Bersabda yang artinya “Dinikahi seorang wanita itu

karena empat perkara : karena hartanya, karena kebangsawanannya,

karena kecantikannya, karena din (agama)nya. Maka pilihlah oleh kamu

yang memiliki din (agama) yang baik, niscaya kamu akan beruntung.

Bahwa unsur agama yang baik sangat ditekankan dalam mencari

pasangan. Perkawinan beda agama dilarang dalam hukum Islam.

pasangan beda agama ditakutkan ada pemaksaan untuk mengikuti

agama pasangannya yang non-muslim berdasarkan kaidah

درءالمفا سد مقدم على جلب المصا لح

maka menurut hukum islam perkawinan beda agama hukumnya

dilrang/tidak diperbolehkan.

b. Dalam analisis hukum positif yang digunakan dalam perkawinan

beda agama adalah pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 (f) UUP, pasal 40,

44, dan Pasal 61 KHI. Bahwa pasal diatas dapat sebagai acuan

dalam masalah perkawinan beda agama, pasal diatas baik secara

langsung atau tidak langsung melarang adanya perkawinan beda

agama. Sedangkan hakim Pengadilan Negeri menggunakan
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a Tentang

administrasi kependudukan, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat

(1). Maka dari itu seharusnya hakim Pengadilan Negeri tidak

mengabulkan permohonan karena bertentangan dengan hukum

yang berlaku di Indonesia terutama hukum perkawinan.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang tegas soal perkawinan beda agama di

Indonesia apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

2. Perlu adanya revisi dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006

khususnya dalam pasal 35 huruf a dimana undang-undang tersebut

mengatur tentang administrasi penduduk namun masuk kedalam ranah

perkawinan serta didalamnya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama

dapat dicatatkan namun tidak dijelaskan proses pelaksanaan pernikahan.

3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
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DAFTAR TERJEMAHAN

A. Terjemahan Ayat Al-Qur’an.

No No. Hal No
Footnote

Surat dan Ayat Terjemahan

1 2 3 An-Nisa >’ (4):1 Wahai sekalian manusia!
bertaqwalah kepada Tuhan kamu
yang telah menjadikan kamu
(bermula) dari diri yang satu
(Adam), dan yang menjadikan
daripada (Adam) itu pasangannya
(isterinya - Hawa), dan juga yang
membiakkan dari keduanya -
zuriat keturunan - lelaki dan
perempuan yang ramai. Dan
bertaqwalah kepada Allah yang
kamu selalu meminta dengan
menyebut-nyebut namaNya, serta
peliharalah hubungan (silatur-
rahim) kaum kerabat kerana
sesungguhnya Allah sentiasa
memerhatikan (mengawas) kamu.

2 4, 14,
48, 99

10, 28, 23,
27

Al-Baqarah (2):
221

Dan janganlah kamu nikahi
wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya
wanita budak yang mukmin lebih
baik dari wanita musyrik,
walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik
dari orang musyrik walaupun dia
menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya
(perintah-perintah-Nya) kepada



II

manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.

3 5, 48,
100

13, 24, 31 Al-Ma>idah
(5):5

Pada hari ini dihalalkan bagimu
yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang
diberi Al Kitab itu halal bagimu,
dan makanan kamu halal (pula)
bagi mereka. (Dan dihalalkan
mangawini) wanita yang menjaga
kehormatan diantara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan
di antara orang-orang yang diberi
Al Kitab sebelum kamu, bila
kamu telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan
maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik.
Barangsiapa yang kafir sesudah
beriman (tidak menerima hukum-
hukum Islam) maka hapuslah
amalannya dan ia di hari kiamat
termasuk orang-orang merugi.

7 49 26 Al-Bayyinah
(98): 6

Sesungguhnya orang-orang yang
kafir yakni ahli Kitab dan orang-
orang yang musyrik (akan masuk)
ke neraka Jahannam; mereka
kekal di dalamnya. Mereka itu
adalah seburuk-buruk makhluk.

8 102 33 Al-
Mumtaha>na>h:
10

Mereka tiada halal bagi orang-
orang kafir itu dan orang-orang
kafir itu tiada halal pula bagi
mereka.

B. Terjemahan Hadis }

No Halaman Foot note Terjemahan
1 15, 99 31, 28 Dinikahi seorang wanita itu karena empat

perkara : karena hartanya, karena
kebangsawanannya, karena kecantikannya,
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karena din (agama)nya. Maka pilihlah oleh
kamu yang memiliki din (agama) yang baik,
niscaya kamu akan beruntung.

2 103 36 sesungguhnya Islam itu mulia/tinggi tidak
ada agama yang lebih tinggi daripadanya

3 108 42 Tidak mewarisi orang muslim kepada orang
kafir dan tidak mewarisi orang kafir kepada
orang muslim
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BIOGRAFI ULAMA’

1. Syaikh Sayyid Sabiq.

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal
dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang
menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia
fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya.
Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis
waktu itu, seperti majalah mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Di majalah ini,
ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqih Thaharah.’ Dalam penyajiannya
beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada
masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah
Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan
lainnya.

2. T.M Hasbi Ash Shiddiqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9
Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir,
hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja
Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su’ud, adalah seorang ulama terkenal di
kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama
Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz,
putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-
Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M),
khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan
gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya.
Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke
kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn
Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia
berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad,
sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati
(1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran
modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi)
dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2
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tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam
membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh.
Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi
Muhammadiyah.

3. At-Thabari

adalah seorang sejarawan dan pemikir muslim dari Iran, lahir di daerah
Amol, Tabaristan (sebelah selatan Laut Kaspia). Nama lengkapnya adalah
Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali at-
Tabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau at-Tabari. Semasa hidupnya, ia
belajar di kota Ray, Baghdad, kemudian Suriah dan juga di Mesir.

Di antara karyanya yang terkenal adalah Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk
(Sejarah Para Nabi dan Raja),[1] atau lebih dikenal sebagai Tarikh at-Tabari.
Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915, dan terkenal karena
keakuratannya dalam menuliskan sejarah Arab dan Muslim.

Karya lainnya yang juga terkenal berupa tafsir Quran bernama Tafsir
al-Tabari, yang sering digunakan sebagai sumber oleh pemikir muslim
lainnya, seperti Baghawi, as-Suyuthi dan juga Ibnu Katsir.

4. Muhammad Rasyid bin Ali Ridha.

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-
Qalmuni Al-Husaini (dikenal sebagai Rasyid Ridha; 1865-1935) adalah
seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan
modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin al-
Afghani dan Muhammad Abduh. Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan
masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis Barat, dan
menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat
untuk mengikuti tradisi secara buta (taqlid), minat yang berlebihan terhadap
dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya
kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia
berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-
prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern.
Mulai tahun 1898 hingga wafat(1935), Ridha menerbitkan surat kabar yang
bernama Al-Manar.
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5. Muhammad Abduh.

Syech Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahallat Nasr
dekat sungai Nil Mesir, ayah beliau bernama Abdul Hasan Khoirullah (Turki)
dan ibunya yang masih mempumyai darah keturunan dengan Umar Ibn
Khattab. Pada usia 13 tahun, beliau telah mampu menghafal Al Qur’an.

Muhammad abduh adalah seorang lulusan dari Universitas Al Azhar
dengan mendapat ijazah alimiyah. Beliau dikaruniai oleh Allah dengan akal
fikiran yang cemerlang dan beliau pun sangat terkesan dan terkagum akan
pemikiran dari Jamalluddin Al Afghani (seorang tokoh mujaddid serta ulama’
yang berwibawa) yang beliau kenal dari kampus tersebut.

Sejak saat itulah Muhammad Abduh senantiasa berada disamping Al
Afghani yang diakui sebagai guru besarnya yang paling utama. Sehingga dua
tokoh islam tersebut sama-sama berjuang dan bercita-cita untuk mewujudkan
Izzul Islam Wal Muuslimin (terwujudnya kejayaan Islam dan kemuliaan umat
Islam di negeri Muslim), termasuk pula negeri Mesir.



VII

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan beda Agama?
2. Bagaimana sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia?
3. Apa dasar hukum yang dipakai dalam putusan N.04/pdt.p/2012/PN.MGL?
4. Kenapa putusannya seperti itu? Apa alasannya?
5. Bagaimana pendapat anda tentang masalah ini?
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